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The background of this study is the lack of active participation of the poor 
women in the community empowerment program. This participation is 
especially on empowerment program promoted by the National Program for 
Community Empowerment in Rural Areas. Social development calls for 
changes in community conditions towards independence. His true 
empowerment program aimed at building communities, especially the poor 
women to be able to develop networking capabilities and capital in order to 
improve their welfare. This study used qualitative method and descriptive 
analysis. This study shows that community participation in the national 
community empowerment program is still apparent. These results conclude 
that there is a dominanation of certain groups in the decision-making in the 
participatory development process. As the result, poor women’s 
participation turned out to be false. 
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A. Pendahuluan 
Pelibatan perempuan dalam pembangunan terus menjadi 
perhatian pada kebijakan pembangunan Negara Indonesia. Upaya ini 
tidak hanya pada pelaksanaan tetapi juga pada proses perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian dari hasil sebuah kegiatan. Tingkat 
partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sudah 
menempatkan perempuan pada posisi yang sulit.  Posisi dimana 
tingginya tingkat ketergantungan ekonomi perempuan dengan pihak 
lain. Ketergantungan perempuan yang tinggi terhadap pihak lain 
membuat mereka lemah dalam berbagai hal dan sulit untuk mencapai 




kemandirian sehingga menjadi golongan masyarakat miskin. Masalah 
kemiskinan di Indonesia, sangat terkait dengan bagaimana pemerintah 
memahami tentang persoalan pembangunan terutama ekonomi 
perempuan. Berdasarkan pemikiran tersebut Todaro (1995:62-63) 
memaknai pembangunan ekonomi memang menjadi komponen utama 
tetapi bukan merupakan satu-satunya komponen. Adanya dimensi lain 
yang harus ada, yakni melibatkan soal pengorganisasian dan 
peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. 
Keterkaitan aspek sosial dalam permasalahan pembangunan membuat 
tinjauan sosiologis menjadi tak terpisahkan dalam penelaahan masalah 
yang muncul dalam proses tersebut.  
Pada tataran pembangunan sosial yang dibahas oleh Midgley 
(2005:33-35), menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan pada 
pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sehingga kebijakan 
pembangunan seharusnya juga berorientasi pada pembangunan sosial. 
Implementasinya pada kebijakan pembangunan sosial adalah adanya 
upaya untuk mengintegrasikan usaha-usaha pembangunan ekonomi 
dan pembangunan sosial. Upaya ini dapat dilihat dengan berbagai 
bentuk program pembangunan yang muncul saat sekarang, seperti 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 
(PNPM MP). Untuk berlangsungnya program pemberdayaan 
dibutuhkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. 
Partisipasi ini mengutamakan peran perempuan di dalamnya sehingga 
perempuan memiliki ruang seluas luasnya untuk mengembangkan 
kapasitas.  
Adanya nilai-nilai budaya yang ditanamkan oleh pemerintahan 
Orde Baru telah melekat, menjadi tantangan tersendiri untuk 
mewujudkan pambangunan yang partisipatif, terutama untuk 
melibatkan partisipasi kelompok masyarakat miskin dan perempuan. 
Budaya ini termasuk budaya patriarki yang selalu berorientasi pada 
laki-laki. Wignjosoebroto (1995: 63), menjelaskan bahwa kemiskinan 
dalam masa Pasca Kolonial, dalam arti juga termasuk masa Orde Baru 
terjadi karena tatanan institusional dan struktural tidak 
menguntungkan pada kelompok miskin. Strategi pengentasan 
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kemiskinan yang ada hanya bersifat menyedekahi, langkah untuk 
memberdayakan dengan menata ulang keseimbangan kekuatan sosial 
politik dan kekuatan ekonomi dalam masyarakat kurang disadari dan 
kurang terpikirkan.  
Tujuan utama dari melibatkan masyarakat terutama perempuan 
dalam penentuan kebijakan, yang menyangkut kebutuhan masyarakat 
itu sendiri adalah sebagai upaya meningkatkan kapasitas untuk 
mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah saat ini mengutamakan 
strategi pemberdayaan masyarakat yang juga termasuk di dalamnya 
pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ini didasarkan pada 
pemikiran bahwa pemberdayaan sebagai usaha untuk memampukan 
dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan tersebut sejalan dengan 
apa yang diungkapkan oleh Kartasasmita (1996: 144), yang 
menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah unsur dasar 
yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dalam pengertian 
yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. 
Keinginan untuk keberpihakan pada masyarakat miskin dan 
perempuan terus ada didalam proses pembangunan Indonesia. Hal ini 
dapat dilihat pada UU nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan 
pembangunan yang memberikan peluang besar untuk partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat 
miskin memiliki hak yang sama untuk proses perencanaan tersebut. 
Pelibatan ini diprioritaskan pada pelibatan perempuan di semua 
tahapan proses. Titik masuknya disini adalah pada proses perencanaan 
yang dilakukan dengan musyawarah (Musrenbang). Untuk 
meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat miskin 
terutama perempuan, mereka harus berpartisipasi dalam proses 
pembangunan yang ada.  
Berdasarkan studi terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh 
Gibson dan Woolcock (2005) menemukan bahwa rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam rapat-rapat PNPM MP, terutama 
masyarakat miskin atau Rumah Tangga Miskin (RTM). Temuan ini 
juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Voss J (2008), 




yang menyimpulkan tingkat partisipasi pasif (hanya mendengarkan) 
pada kelompok miskin mencapai 75%. Dari dua penelitian di atas  
dapat dipelajari bahwa proses pembuatan keputusan umumnya 
memberikan manfaat pada mayoritas warga di Desa, namun ada 
kelompok-kelompok marginal (termasuk perempuan miskin) yang 
tidak dilibatkan dalam proses pembangunan.  
Jika merujuk pada konsep kebudayaan kemiskinan yang 
dikedepankan oleh Oscar Lewis dalam Suparlan (1984: 29-48), maka 
diketahui bahwa kurangnya partisipasi atau penolakan terhadap 
pranata sosial menjadi ciri kelompok miskin. Dari segi teori 
strukturisasi, dipahami bahwa adanya keterkaitan antara struktur 
dengan tindakan sosial, sehingga ada kemungkinan terjadi proses 
strukturisasi dalam ruang lingkup pelaksanaan PNPM MP. Partisipasi 
perempuan seperti yang diharapkan pada Pedoman Teknis Operasional 
(PTO)  PNPM MP, belum sepenuhnya terjadi. Tulisan ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan partisipasi semu perempuan miskin dalam 
program pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan yang dimunculkan 
pada tulisan ini adalah bagaimana partisipasi perempuan miskin dalam 
program pemberdayaan masyarakat, kasus pada Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dengan pendekatan 
kualitatif tipe deskriptif.  
Metode ini digunakan karena menganalisis proses sosial 
terutama proses pemberdayaan masyarakat. Rekayasa sosial yang 
dikonstruksi dengan sebuah program pemberdayaan menyumbang 
pada pembangunan. Rekayasa ini menjadi sebuah proses, sehingga 
bisa dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode/ 
pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga melihat aktor yang berperan 
dalam satu tindakan sosial sehingga realitas individu akan digali lebih 
mendalam hingga terjawabnya pertanyaan penelitian. 
B. Kemiskinan Perempuan  
Berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada 
dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yakni 
kemiskinan struktural, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Dari 
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ketiga sudut pandang tersebut, penulisan ini dibatasi dan lebih 
ditekankan pada kemiskinan absolut, karena pemahaman dari bentuk 
kemiskinan ini relatif lebih mengena dalam konteks fakir miskin. 
Menurut  Kartasasmita(1997), kemiskinan absolut adalah kondisi 
kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan 
keluarga untuk membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk 
dapat hidup sesuai dengan martabat hidup kemanusiaan. Hal ini juga 
hampir sama dengan kemiskinan absolut yang diungkapkan oleh 
Suharto (2005:17). Menurut Nasikun (1995), kondisi yang 
sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan : “Kemiskinan 
adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan 
terpadu.  Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi 
kekurangan sandang, pangan, dan papan.  Hidup dalam kemiskinan 
seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam 
sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat 
memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang 
paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, 
teknologi dan kapital.  Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering 
kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap 
kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan 
pengap”.      
Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa permasalahan kemiskinan 
tidak hanya berdiri sendiri, sehingga dalam penanggulangannya 
menuntut pemahaman, kecermatan dan kehati-hatian. Di dalam diri 
masyarakat miskin tidak hanya terdapat kelemahan (kondisi serba 
kekurangan), tetapi dalam diri mereka juga terdapat potensi yang dapat 
dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya. 
Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan 
kemiskinan harus mampu mengakomodasikan kedua aspek tersebut. 
Orang-orang miskin bukanlah orang-orang yang “tidak memiliki” 
(havenot). Dari sudut pandang ekonomi mereka adalah orang-orang 
yang memiliki sedikit” (have-little,) di sisi lain orang-orang miskin 
memiliki kekayaan budaya dan sosial.  




Perempuan dalam konsepsi gender berada pada posisi yang tidak 
seimbang. Karena konstruksi gender kaum laki-laki harus bersifat kuat 
dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi. 
Karena adanya proses sosialisasi akan terjadi konstruksi peran yang 
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Adanya pedoman bahwa 
setiap sifat biasanya melekat atau dibentuk oleh masyarakat atau 
kodrat biologis. Namun ada sifat sifat yang merupakan hasil 
konstruksi masyarakat dan samasekali bukan kodrat (Fakih, 1996:10).  
C. Konsep Partisipasi Perempuan 
Pembedaan partisipasi oleh Mikelsen (2003: 66) didasari oleh 
pengelompokan partisipasi yang dikemukakan oleh Kruks S, (1983) 
yaitu Partisipasi transformasional dan partisipasi instrumental. 
Instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk 
mencapai sasaran tertentu yaitu partisipasi masyarakat setempat dalam 
proyek-proyek yang dilakukan oleh orang luar. Partisipasi 
transformasional terjadi ketika partisipasi itu pada dirinya sendiri 
dipandang sebagai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 
yang lebih tinggi lagi.  
Partisipasi/keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam 
pembangunan, khususnya dalam program penanggulangan 
kemiskinan. Namun bukan partisipasi/keterlibatan dalam arti 
masyarakat ikut mendukung secara mutlak program yang 
direncanakan oleh pemerintah dan ikut dalam melaksanakan kegiatan 
dalam program yang direncanakan oleh pemerintah. Akan tetapi 
partisipasi/keterlibatan yang ditekankan disini adalah dalam arti 
masyarakat ikut berpartisipasi/keterlibatan dalam pembuatan 
keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan,  pemantauan, 
dan evaluasi serta turut bertangungjawab. Penelitian ini lebih 
cenderung untuk mengadopsi pemahaman partisipasi menurut logika 
pemberdayaan, (Lund, S, 1990:178-179). Dengan demikian maka 
lebih besar kemungkinannya suatu program kemiskinan itu berhasil, 
walaupun masih banyak hambatan untuk mewujudkan 
partisipasi/keterlibatan itu sendiri. 
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Perempuan menjadi salah satu sasaran penting pembedayaan 
masyarakat. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu titik 
masuk untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi 
kemiskinan. Gerakan emansipasi wanita menempatkan perempuan 
menjadi posisi central. Perempuan miskin terkonsentrasi di Perdesaan 
dimana matapencaharian utama adalah sebagai petani. Dalam keluarga 
miskin di Indonesia didominasi oleh perempuan. Pada saat ini jumlah 
perempuan di Indonesia sebanyak 118 juta jiwa atau 49,66% 
(http;//bps.go.id).   
D. Tinjauan Sosiologis 
Struktur sosial tidak harus hanya dipahami sebagai pembatas dan 
pengatur bagi aktor, tetapi juga sekaligus suatu kemungkinan yang 
menjadi medium bagi interaksi aktor-aktor. Struktur sosial dibagun 
melalui tindakan dan secara resiprok pada saat yang sama tindakan 
juga mewujudkan di dalam struktur, (Anthony Giddens,1976:161).  
Pernyataan Giddens di atas menunjukkan bahwa adanya keterkaitan 
antara struktural dengan tindakan sosial. Pemahaman ini menunjukkan 
bahwa adanya hubungan saling mempengaruhi antara tindakan dan 
struktur.  
Selanjutnya Giddens mengemukakan teori strukturasi yang 
menekankan pada capability dan kowledgeability aktor. Dalam teori 
strukturasi, struktur dianggap sebagai sifat sistem-sistem sosial yang 
dilaksanakan dalam praktek-praktek yang direproduksi dan yang 
disisipkan dalam ruang dan waktu, (Anthony Giddens.1984: 211). 
Sistem sosial terdiri dari praktek-praktek sosial berupa relasi di antara 
aktor atau kelompok aktor direproduksi sepanjang waktu dan tempat. 
Sementara itu struktur hanya memiliki eksistensi virtual yang menjadi 
momen keberulangan ketika produksi dan reproduksi sistem sosial 
terjadi. Dualitas struktur berada dalam pemahaman bahwa struktur 
merupakan sarana sekaligus hasil dari praktek-praktek sosial yang 
berlangsung sepanjang waktu dalam ruang tertentu. 




Persoalan Partisipasi Perempuan dalam PNPM MP ditelaah 
dengan menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh 
Giddens. Adanya Agen dalam teori strukturasi merupakan orang-orang 
yang yang berada di Nagari dan Jorong, baik itu anggota rumah tangga 
miskin, perempuan miskin, pelaku PNPM MP, pemimpin nagari 
hingga ke pemimpin jorong, atau para tokoh masyarakat yang ada di 
jorong atau nagari. Manusia dipahami memiliki kebebasan berfikir, 
bertindak dan merefleksikan diri dengan knowledgeabilitas sendiri 
berdasarkan pemahaman akan historisnya. Manusia/agen termasuk 
kelompok perempuan miskin atau pelaku PNPM MP memiliki 
kemampuan mengambil jarak  dan berfikir tentang diri, situasi serta 
posisinya dalam ruang dan waktu yang menjadi dasar reflektifitas 
terhadap kehidupan yang dilibatinya. 
Proses sosial akan terjadi secara berkesinambungan dimana 
struktur akan menginternalisasikan nilai-nilai pada agen. Agen juga 
akan melakukan tindakan sosial sehingga terciptalah aturan-aturan 
yang disepakati secara bersama di komunitas. Aturan tersebut akan 
menjadi sebuah struktur yang akan menjebak masyarakat untuk 
berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam program PNPM MP. 
Proses ini akan berlangsung secara resiprok seperti yang dijelaskan 
pada teori strukturasi sehingga akan menimbulkan dua kelompok 
perempuan miskin yang berpartisipasi dan yang tidak berpartisipasi.    
E. Partisipasi Rumah Perempuan Miskin dalam PNPM MP 
Pada temuan penelitian, ditemukan perempuan yang 
berpartisipasi dan tidak berpartisipasi. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi juga dapat di analisis untuk mengetahui dan 
memahami masalah sosial yang ada pada program pemberdayaan. Hal 
ini terkait erat dengan upaya pemberdayaan perempuan miskin untuk 
bebas dari belenggu kemiskinannya. Program Nasional Pemberdayaan  
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) dilaksanakan dalam 
rangka aksi mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan dan penerapannya 
di seluruh Indonesia memang mengalami berbagai macam persoalan 
dan tantangan.  
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Perempuan Miskin menjadi sasaran utama program pada 
kenyataannya tidak sepenuhnya bisa terperhatikan karena ada 
dominansi elite dan aktivis atau keterbatasan dari pelaku PNPM MP 
untuk menjangkau seluruh masyarakat di Jorong. Adanya budaya 
patriarki di tatanan sosial masyarakat menempatkan perempuan pada 
posisi kurang diperhitungkan. Lima tahun pelaksanaan program 
ditemukan perempuan miskin yang berpartisipasi dan ada yang tidak 
berpartisipasi. Hal ini terjadi disebabkan oleh sesuatu hal, baik itu 
implisit ataupun eksplisit. Akibatnya tujuan pemberdayaan perempuan 
belum maksimal.  
Hasil identifikasi perempuan yang berpartisipasi, tidak banyak 
ditemukan dibandingkan dengan yang tidak berpartisipasi. Ada 
beberapa karakter yang sama dari perempuan yang berpartisipasi 
diantaranya; 
a. Perempuan yang telah terbiasa berorganisasi/aktivis 
kampung/jorong. 
b. Perempuan yang memiliki kedekatan akses/emosional dengan 
aktivis atau elite kampung/jorong. 
c. Perempuan yang bertempat tinggal berdekatan dengan pusat 
kegiatan kampung/jorong. 
Perempuan yang tidak berpartisipasi juga dapat dilihat beberapa 
cirinya yaitu; 
a. Perempuan yang bukan aktivis kampung/Jorong. 
b. Perempuan yang tidak diajak untuk berpartisipasi. 
c. Perempuan yang memiliki kekurangan fisik (Cacat/ berkebutuhan 
khusus). 
d. Perempuan yang bertempat tinggal di daerah pinggir 
kampung/jorong. 
e. Perempuan yang disibukkan dengan pekerjaan domestik dalam 
keluarga. 
f. Perempuan yang tidak memiliki minat di dalam diri untuk terlibat. 
Dari beberapa indentifikasi perempuan yang berpartisipasi dan 
yang tidak berpartisipasi, maka dapat dilihat beberapa faktor yang 




mendorong mereka berpartisipasi serta yang menghambat mereka  
untuk berpartisipasi dalam PNPM MP.  
a. Faktor yang medukung. 
Faktor yang medukung dari sisi ekternal diantaranya adalah; ajakan 
dari elite atau aktivis kampung/jorong dan kedekatan dengan 
sumber informasi. Faktor yang mendukung dari segi internal 
adalah; memiliki kemauan, responsif, kapasitas pengetahuan, 
komitmen, dan egaliter.   
b. Faktor yang menghambat. 
Faktor yang menghabat juga dapat diklasifikasikan pada sisi 
eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah; perempuan tidak 
pernah benar-benar diajak atau diberitahu, adanya budaya feodal 
dan patriarki, dominasi kelompok elite dan aktivis, stigmatisasi, 
adanya konflik horizontal atau keretakan sosial dan kapasitas 
pelaku PNPM MP di tingkat jorong atau di nagari yang masih 
kurang. Faktor internal diantaranya adalah; Perempuan merasa 
tidak benar-benar di ajak/ diberi tahu, menganggap dirinya tidak 
berpengaruh, dan bosan dengan agenda pertemuan/musyawarah 
yang terlalu banyak.   
Terkait dengan hal di atas, pemerintah lokal sebagai salah satu 
pelaku kunci PNPM MP juga telah melakukan banyak upaya untuk 
bisa meningkatkan partisipasi perempuan pada partisipasi yang lebih 
berkualitas lagi. Dukungan pertama dapat dilihat pada keberhasilan 
dari pemerintahan nagari dan jorong membentuk kelembagaan lokal 
pelaku PNPM MP yang diharuskan adanya keterwakilan perempuan, 
terutama Kader Pemberdayaan Masyarakat Jorong (KPMJ) yang 
berperan dalam memfasilitasi berbagai kegiatan PNPM MP di Jorong. 
Kader di setiap jorong terdiri dari satu orang kader perempuan dengan 
fungsi untuk mengakomodir kepentingan perempuan dalam program 
perempuan. Sekalipun demikian, peran dan fungsi setiap lembaga 
belum berjalan dengan maksimal.   
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F. Partisipasi Semu Perempuan dalam PNPM MP 
Pelaksanaan PNPM MP di Nagari dan Jorong bertujuan untuk 
pemberdayaan masyarakat miskin terutama kelompok perempuan. 
Ruang partisipasi perempuan sudah ditata dan diatur dengan baik 
dalam Pedoman Teknis Operasional, yaitu adanya tahapan 
musyawarah yang harus dilakukan di komunitas untuk menjamin 
sebuah keputusan adalah keputusan bersama. Keputusan bersama yang 
telah ditetapkan ternyata dalam pelaksanaan program tidak seperti 
yang di harapkan. Persyaratan program sekalipun telah terlaksana 
tetapi esensi pemberdayaan dan pengarusutamaan partisipasi 
masyarakat miskin sulit tercapai. Hal ini disebabkan kurangnya 
partisipasi RTM dan beberapa kelompok perempuan diantaranya 
adalah:  
a. Tidak pernah dilakukan pengkajian partisipatif secara benar (hanya 
bersifat formalitas program). 
Salah satu ruang partisipasi perempuan dalam penggalian gagasan 
masyarakat adalah pada pengkajian partisipatif. Pengkajian dengan 
menggunakan alat-alat PRA (Participatory Rural Appraisal) 
menjadi data dasar dalam perencanaan kegiatan pembangunan di 
Jorong. Pengkajian ini dilakukan oleh Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Jorong (KPMJ) bersama masyarakat. Hasil yang 
diharapkan disini adalah adanya pemetaan kelompok perempuan 
miskin serta peta sosial yang dapat digunakan sebagai 
pertimbangan dalam musyawarah penggalian gagasan. Pada 
kenyataannya pengkajian ini tidak terlaksana dengan baik 
berdasarkan kaidah PRA.  Saat penelitian selesai dilakukan, Jorong 
yang menjadi lokasi penelitian ini tidak lagi memiliki pemetaan 
partisipatif yang telah dilaksanakan KPMJ beberapa tahun yang 
lalu. Kepala Jorong menjelaskan bahwa pernah dilakukan pemetaan 
partisipatif oleh kader tahun 2007 lalu. Setelah itu kader tidak 
pernah lagi melakukan pengkajian. Untuk kebutuhan penggalian 
gagasan tahun berikutnya KPMJ menggunakan peta yang lama. 




Ketidak sempurnaan pengkajian partisipatif ini mengakibatkan 
kelompok perempuan terabaikan. Terutama perempuan yang 
bertempat tinggal di daerah terpencil dari pusat jorong. Perempuan 
yang berada di pinggiran tidak pernah didatangi khusus untuk 
menjelaskan tentang PNPM MP dan menanyakan apa sebenarnya 
yang menjadi kebutuhan mereka. Seperti ibu Mardiana yang tinggal 
dekat persawahan, ia menjelaskan bahwa tidak pernah ada kader 
kerumahnya untuk mengajak berdiskusi tentang kebutuhannya 
dalam pengembangan usaha, atau apapun yang terkait dengan 
PNPM MP.  
b. Pengambilan keputusan masih didominasi oleh elite dan aktivis. 
Mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah memang 
tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat. Tidak 
dapat dipungkiri peran elit seperti ninik mamak, alim ulama dan 
cadiak pandai beserta aktivis, selalu mendominasi jalannya 
kegiatan dan musyawarah yang dilakukan. Menurut beberapa tokoh 
masyarakat, mereka terpanggil untuk meluangkan waktu karena 
tanggung jawab sosial sebagai tokoh masyarakat yang ada di 
nagari. Dominansi elite dan aktivis ini menjadi salah satu faktor 
penghambat perempuan untuk tidak berpartisipasi.  
c. Perempuan dilibatkan sebagai pekerja untuk mendapat upah harian 
(partisipasi secara artifisial). 
Dalam pelaksanaan program di komunitas atau di jorong, untuk 
kebutuhan akan pekerja sudah melibatkan sebagian besar dari 
kelompok miskin. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Jorong Arikir 
sudah melaksanakan dengan melakukan perekrutan tenaga 
pencoran jalan dengan berkelompok tetapi hanya untuk laki-laki. 
Salah seorang mewakili kelompok miskin yang bisa bekerja keras 
telah di prioritaskan, tetapi belum tentu  kesempatan tersebut untuk 
kepala rumah tangga perempuan atau perempuan miskin. 
Permasalahannya adalah ketika pekerja pencoran jalan hanya 
dilakukan oleh laki-laki saja, hal ini membuat perempuan miskin 
menjadi tidak bisa terlibat.  
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Pengalaman pelaksanaan rabat beton jalan sepanjang 800 m Jorong 
Arikir pada tahun 2008 memperlihatkan bahwa pekerja yang ikut 
untuk mengerjakan mengecoran dilakukan perkelompok. Setiap 
meter pengerjaan dihargai dengan uang senilai Rp18.000,- 
permeter, sehingga anggota kelompok yang bekerja rata-rata 
memiliki penghasilan sekitar Rp100.000,- perhari. Partisipasi 
seperti ini tentu sangat bermanfaat bagi kelompok miskin.   
d. Perempuan miskin tidak dipercaya untuk mendapat pinjaman pada 
program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), karena takut tidak akan 
mampu membayar hutang. 
Ketidak percayaan pengurus SPP untuk memberikan 
pinjaman pada kelompok miskin terutama orang yang sangat 
miskin karena penilaian dari beberapa orang yang mengurus. 
Pengurus sangat selektif dalam memilih orang yang bisa mendapat 
pinjaman kelompok. Hal ini bukan tanpa alasan, hanya karena 
semata-mata ingin menjaga keberlangsungan PNPM di Jorong.  
Sistem peminjaman yang diterapkan pada Simpan Pinjam 
Perempuan, Pelaku PNPM MP menyebutnya dengan sistem 
Tanggung Renteng. Sistem peminjaman ini adalah semua proses di 
kelompok adalah tanggung jawab jorong dan nagari. PNPM MP 
memang sangat tegas dengan hal ini, karena keberlangsungan 
proses di komunitas adalah tanggung jawab nagari dan jorong. 
Dalam aturannya memang ada sanksi bagi nagari atau jorong jika 
ada penyelewengan, dan penunggakan cicilan SPP. Sanksinya 
adalah nagari atau jorong untuk pengusulan berikutnya tidak akan 
di akomodir lagi. Dengan sanksi ini membuat seluruh pengurus 
PNPM MP di jorong sangat berhati-hati. Kesalahan satu orang akan 
berakibat pada jorong mereka. Hal ini membuat pengurus SPP 
sangat berhati-hati karena jika ada angsuran pinjaman dari anggota 
yang menunggak maka pengurus harus bersedia menaggulanginya. 
Akibatnya adalah perempuan miskin yang sebetulnya adalah 
sasaran program pemberdayaan hanya berpartisipasi sebagai 
anggota saja untuk melegalkan terbentuknya kelompok. Tetapi, 
keikut sertaan itu tidak dibarengi dengan hak untuk mengakses 




pinjaman modal yang ada dipergulirkan untuk kelompok 
perempuan tersebut. 
e. Proses musyawarah yang berperan adalah elite dan aktivis yang 
juga memiliki kepentingan. 
Tidak dipungkiri di berbagai rapat, keputusan ditentukan 
oleh orang-orang tertentu yang biasa disebut dengan elite dan 
aktivis. Pada dasarnya mereka juga memiliki kepentingan pribadi 
dan kelompok. Hal ini masih menjadi pertanyaan apakah 
sesungguhnya kelompok elite dan aktivis ini telah berpihak pada 
orang yang lemah dan kelompok perempuan? 
Kasus ini bisa dilihat pada pembangunan jalan dan 
pembangunan Posyandu dan Puskesmas Pembantu. Jika dianalisis 
lebih mendalam, kebutuhan masyarakat miskin yang lebih 
mendesak adalah Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Kelompok 
miskin dan perempuan tentunya tidak memiliki kendraan untuk 
keluar kampung ketika harus berobat, sehingga dibutuhkan Pustu 
dan Posyandu. Pada kenyataannya di tahun 2008 usulan kegiatan 
yang dikedepankan adalah pembangunan jalan rabat beton ke 
Jorong Arikir. Jalan Rabat Beton sebagian besar digunakan oleh 
orang yang memiliki kendaraan pribadi. Tentunya kelompok 
tersebut adalah kelompok golongan ekonomi menengah keatas.  
Artinya disini adalah; kurang dalamnya penelaahan 
kebutuhan kelompok dan perempuan miskin dikarenakan 
dominansi elite dan aktivis dalam berbagai rapat dan diskusi 
masalah pembangunan di kampung mereka termasuk di Jorong 
Arikir. 
f. Proses musyawarah dilakukan hanya untuk formalitas program. 
Formalitas pelaksanaan PNPM MP dinilai penting bagi 
pelaku PNPM MP di tingkat Nagari dan Jorong. Tahapan 
musyawarah terus dilaksanakan, walaupun tingkat partisipasi 
kelompok miskin dan perempuan semakin rendah. Beberapa 
tahapan penting yang harus dilaksanakan di komunitas atau di 
jorong diantaranya adalah Musyawarah Sosialisasi Tingkat Jorong, 
Musyawarah Penggalian Gagasan, Musyawarah Khusus 
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Perempuan, Musyawarah Perencanaan, Musyawarah Informasi 
Hasil MAN, Musyawarah Pertangggung Jawaban dan Musyawarah 
Serah Terima.   
Ternyata untuk pelaksanaan dari beberapa agenda 
musyawarah, sering terjadi penggabungan agenda musyawarah. Di 
Jorong Arikir sering terjadi pengabungan Musyawarah Penggalian 
Gagasan, Musyawarah Khusus Perempuan dan Musyawarah 
Perencanaan kedalam satu musyawarah yang berlangsung rata-rata 
tidak lebih dari 4 jam. Pada hakekatnya pelaksanaan musyawarah 
yang diatur dalam PTO PNPM MP setiap musyawarah dilakukan 
dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Kejanggalan terlihat 
ketika musyawarah khusus perempuan dilaksanakan didalam 
ruangan yang sama dengan musyawarah lain. Sehingga tidak ada 
proses musyawarah terlihat, pada umumnya ibu-ibu menerima saja 
apa yang diarahkan oleh orang yang memimpin rapat tanpa ada 
sedikitpun perdebatan. Pada hakekatnya, walaupun yang disepakati 
tersebut bertentangan dengan kebutuhan mereka. 
G. Penutup 
Sebagai upaya pemberdayaan perempuan miskin, sebuah 
program pembangunan harusnya melibatkan berbagai pihak. 
Stakeholder tekait memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan 
partisipasi perempuan miskin dalam proses pembangunan. PNPM MP 
hanyalah salah satu program pemberdayaan yang mengutamakan 
keterlibatan masyarakat miskin dan keberpihakan pada kepentingan 
perempuan. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan  bahwa ada 
beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama terutama pada 
konteks pemberdayaan perempuan yaitu;  
1. Pemerintahan lokal harus lebih proaktif lagi melibatkan kelompok 
perempuan dalam berbagai kegiatan di kampung/jorong. 
Pemerintah merupakan penanggung jawab utama 
pembangunan di suatu daerah. Seperti yang diamanatkan undang-
undang, pemerintah akan menjamin kesejahteraan seluruh 




masyarakat. Mensejahterakan seluruh masyarakat bukanlah semata 
mata tanggung jawab pemerintah tetapi masyarakat turut andil 
dalam proses pembangunan tersebut agar pembangunan berjalan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di suatu daerah. 
Pembangunan harus dijalankan secara partisipatif dan melibatkan 
semua unsur. Pelaksanaannya PNPM MP, partisipasi kelompok 
perempuan masih artifisial atau bersifat semu. Pemerintah lokal 
harus lebih proaktif lagi mengajak, memotivasi, dan memberikan 
penyadaran bahwa semua orang harus terlibat dalam proses 
pembangunan di daerahnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
dan pemeliharaan. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki 
yang tinggi dan  kuat sehingga pembangunan akan terarah sesuai 
dengan tingkat  kebutuhan masyarakat.   
2. Berbagai diskusi dan musyawarah sebaiknya juga diadakan di 
daerah yang dekat dengan konsentrasi kelompok miskin dan 
perempuan miskin. 
Pelaksanaan PNPM MP sebagian besar musyawarah dan 
diskusi diadakan di pusat kegiatan di Nagari atau di Jorong. 
Permasalahannya adalah adanya keterbatasan pergerakan dan akses 
dari RTM dan kelompok perempuan untuk terlibat aktif. Diskusi 
kelompok bisa saja dilaksanakan di kediaman RTM dan perempuan 
miskin, sehingga mereka merasa dilibatkan dalam proses 
pembangunan. Seperti dicontohkan pada kelompok SPP, dimana 
kegiatan rapat sering diadakan di rumah ketua atau sekretaris 
kelompok. Rapat kelompok tidak pernah dilaksanakan di rumah 
RTM dan perempuan miskin yang secara otomatis akan melibatkan 
RTM atau perempuan miskin tersebut. 
3. Pengkajian partisipatif masyarakat desa (PRA) hendaknya 
dilakukan dengan lebih baik dan melibatkan semua unsur 
masyarakat. 
Untuk penggalian gagasan pada PNPM MP  telah di atur 
dalam PTO PNPM MP. Sudah diatur bahwa fasilitator atau kader 
(KPMJ) harus melakukan pengkajian desa secara partisipatif. Salah 
satu pengkajian PRA adalah dengan melaksanakan pemetaan sosial. 
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Proses pengkajian ini faktanya berjalan tidak sebagaimana 
mestinya. Kader (KPMJ) belum mampu untuk melibatkan RTM 
dan perempuan miskin secara utuh dalam upaya penggalian 
gagasan dan menggali apa masalah kemiskinan perempuan di 
jorong. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan Kader (KPMJ) 
yang bekerja tanpa ada tunjangan apa-apa (Sukarela). Perempuan 
miskin memiliki keterbatasan untuk mengikuti rapat-rapat dan 
musyawarah, maka gagasan perempuan miskin dan kelompok 
miskin akan optimal tergali ketika pengkajian partisipatif yang 
dilakukan kader berjalan sebagaimana mestinya.  
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